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KATA PENGANTAR

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2021, maka Laporan Kinerja (LAPKIN)
BBPOM di Pekanbaru disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAPKIN Interim BBPOM di Pekanbaru disusun pada akhir triwulan periode anggaran pelaksanaan
program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu : (a) merupakan sarana bagi BBPOM di
Pekanbaru untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi
informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (b) sarana
dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, baik dalam
bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh BBPOM di Pekanbaru. Dalam Laporan
Kinerja Interim Triwulan | BBPOM di Pekanbaru Tahun 2022 tertuang isu strategis yang sedang
dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan | Tahun
2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan | Tahun 2022
dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru, evaluasi dan
pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan | Tahun 2022 diharapkan akan memberikan
informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan
secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini
untuk peningkatan kinerja BBPOM di Pekanbaru pada masa yang akan datang.

Pekanbaru, 20 Maret 2022
Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

Yosef Dwi Irwa
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KHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan | BBPOM di Pekanbaru tahun 2022 merupakan bentuk
pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan
pada Perjanjian Kinerja 2022 yang sasaran strategis dan indikator kinerjanya didasarkan
pada Reviu Renstra 2020 -2024.

Pada tahun 2021, dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang ditetapkan, BBPOM di Pekanbaru

telah berhasil mencapai 3 sasaran perspektif dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Total

102,38% dengan kategori “Baik” yang merupakan rata-rata dari pencapaian 3 sasaran level perspektif

(Stakeholders Perspective, Internal Process Perspective dan Learning & Growth Perspective). Tahun

2022 BBPOM di Pekanbaru kembali mengawal pencapaian ke -11 sasaran strategis dimaksud yaitu

sebagai berikut:

1.
2.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing - masing wilayah kerja UPT
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di
masing - masing wilayah kerja UPT

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat
dan Makanan di masing - masing wilayah kerja UPT

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di
masing -masing wilayah kerja UPT

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing -
masing wilayah kerja UPT

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing -
masing wilayah kerja UPT

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing—-masing wilayah
kerja UPT

Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal Menguatnya laboratorium, pengelolaan data

dan informasi pengawasan obat dan makanan

10. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel
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Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis, didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp. 35.553.360.000,- Realisasi anggaran tahun 2022 s.d Triwulan | sebesar Rp. 5,386,900,139,-

dengan persentase serapan anggaran sebesar 15,15%.

BBPOM di Pekanbaru terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang
akan datang melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang ditandai dengan dianugrahkannya Predikat WBK dan
Pelopor Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada
Tahun 2019 serta mempertahankannya hingga tahun 2021. Pencanangan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pun telah dilakukan pada akhir tahun 2019 sebagai bentuk komitmen terhadap
reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan ditargetkan predikat WBBM akan
diraih pada tahun 2022.
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HIGHLIGHT

Sampai dengan Triwulan | tahun 2022, Balai Besar POM di Pekanbaru telah mencatat beberapa

keberhasilan antara lain :

“Perkuatan Jejaring Kerja Sama untuk Sukseskan Program Prioritas Nasional Keamanan

Pangan di Kab. Rokan Hilir dan Kab. Kep. Meranti”

BADAN POM

BALAI BESAR POM DI PEKANBARU

BADANPOM

BALAI BESAR POM DI PEKANBARU.

“Verifikasi Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional (Kelurahan Agrowisata, Kec. Rumbai
Barat - Kota Pekanbaru) oleh Tim Verifikator Pusat Pada 28 Maret 2022 ”

’W':" R B » R : ’
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BAB 1
PENDAHULUAN

I LATAR BELAKANG

engawasan obat dan makanan merupakan pengawasan full spectrum mulai dari pre-market

hingga post-market controll yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan,

sosiallkemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) yang disertai dengan

upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, juga berupaya meningkatkan
kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun
internasional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single
player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk
memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi pro-actvive control,
dengan mendorong penerapan manajemen resiko. BBPOM di Pekanbaru sebagai UPT Badan POM
melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu : melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan
(post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Riau meliputi pengawasan sarana produksi,
sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan

penguijian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

BBPOM di Pekanbaru dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku
kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan
memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap
kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga
produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun
kemanfaatannya. BBPOM di Pekanbaru telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku
kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau antara lainTim Pengawasan
Obat dan Makanan Terpadu, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan
dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan

Makanan di wilayah Provinsi Riau. BBPOM di Pekanbaru juga menjalin hubungan kerjasama dengan
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perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas
pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM. Selain
itu, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,
berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral,
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. BBPOM di
Pekanbaru berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan
adanya kepastian biaya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan diperolehnya
Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pelopor Perubahan yang dianugerahkan oleh
Kementerian PAN-RB pada tahun 2019.

Wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Riau, terdiri dari 8
kabupaten/kota dan 2 Loka POM yang masih berkoordinasi dengan BBPOM di Pekanbaru, yaitu : Loka
POM di Kabupaten Indragiri Hilir (wilayah kerja 2 kabupaten) dan Loka POM di Kota Dumai (wilayah
kerja 2 kabupaten/kota). Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Dumai telah menjadi Satker Mandiri.
Menyusul pada tahun 2022, Loka POM Kab. Indragiri Hilir juga telah menjadi satker mandiri. Jumlah
SDM di BBPOM di Pekanbaru dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah sarana yang harus
diawasi di wilayah Riau, ditambah lagi banyaknya pelabuhan tikus (tak resmi) karena banyaknya

perairan di Provinsi Riau menjadikan tantangan tersendiri.

Total jumlah SDM di BBPOM di Pekanbaru sebanyak 129 orang (termasuk sopir, satpam dan petugas
kebersihan). Sedangkan pegawai yang khusus bertugas melakukan pengawasan Obat dan Makanan
terdistribusi di Bidang Pemeriksaan dan Bidang Penindakan sejumlah 32 orang. Menjawab tantangan
pengawasan tersebut tentunya diperlukan sistem pengawasan berbasis resiko (risk base inspection),
penetapan kegiatan - kegiatan prioritas serta penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat
memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna. Pola transportasi dari ibukota
Provinsi Riau ke kabupaten/kota ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke

wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 10 jam dan paling singkat 2 jam).

Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja dengan kondisi geografis merupakan salah satu faktor
kesulitan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.
Namun hal ini tidak menjadi hambatan justru menjadi tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk
melakukan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar
negeri (impor) yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan IPTEK, revolusi industri 4.0 dan
modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-
hari, yang berakibat pada pola konsumsi masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar
kesehatan.
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Berdasarkan Latar belakang diatas dan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Keputusan Kepala Badan POM Rl Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan maka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi

selama Tahun 2022 disusunlah Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru.

.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
adan POM adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Presiden

melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan
Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja
pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.

Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai tindaklanjut dari peraturan ini, maka diterbitkan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit
Pelaksanan teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan
BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan tugas
teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BBPOM di Pekanbaru berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara

teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya

disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM;

dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPOM di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.
b.

C.

Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan
kefarmasian;

Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

> «a

Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan
Obat dan Makanan;

Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah

yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan

perlindungan terhadap masyarakat.
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ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
1. INTERNAL
Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan
dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah
organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai
penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Jumlah SDM BBPOM di
Pekanbaru sampai dengan Maret tahun 2022 sebanyak 97 orang dibantu oleh 32 orang tenaga PPNPN

(termasuk supir, satpam dan petugas kebersihan).

SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN

24,03%

HS2
ms1
[ Apoteker

[ Non Sarjana

Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Pekanbaru Tahun 2022

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui
pelatihan—pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan
analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja tahun 2022 yang didasarkan pada cakupan
wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 144 orang
pegawai. Jumlah pegawai yang ada 129 orang (ASN dan PPNPN) sehingga masih terdapat
kekurangan sejumlah 15 orang. Oleh karena itu tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Riau
belum memberikan hasil yang maksimal. Kondisi ini ditambah dengan jumlah tenaga yang kompeten

untuk beberapa tugas tertentu seperti Inspektur CDOB, Inspektur Pangan dan PPNS masih terbatas.

LAPORAN KINERJA INTERIM TW 1 TAHUN 2022




Pengujian Infokom Pemeriksaan Penindakan Bagian TU
B ABK M Jumlah ©OGAP

Gambar 1.2 Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru Terhadap ABK

Sumber Daya Lainnya

BBPOM di Pekanbaru memiliki 4 (empat) bangunan gedung dengan total luas tanah 6.185 m2,
bersertifikat Hak Milik a/n Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan luas bangunan 5.592,79 m2, di
mana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. BBPOM di
Pekanbaru memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang
terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan visi, misi dan
tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikasi untuk

seluruh bisnis prosesnya.

Pada tahun 2022, pagu anggaran BBPOM di Pekanbaru sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-
063.01.2.432829/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 35.553.360.002,-

2. EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis
Provinsi Riau memiliki jumlah penduduk sebanyak 6,39 juta jiwa (berdasarkan sensus penduduk tahun
2020), dengan luas wilayah + 8.915.016 Ha yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat
Malaka, ini membuat Provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur
perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Terdapat 15 (lima belas) sungai yang 4
(empat) diantaranya dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan, yaitu :

1. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 - 12 m,

2. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m,

3. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman 6 m dan,
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4. Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m.
Sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat

Malaka dan Laut Cina (www.riau.go.id).
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Gambar 1.3 Peta Provinsi Riau

BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan tupoksi pengawasan di Provinsi Riau memanfaatkan
sarana transportasi darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam
(paling lama 10 jam dan paling singkat 2 jam). Kondisi geografis Provinsi Riau berpengaruh terhadap

waktu penyelesaian tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Kab Kampar

Kab Pelalavwan

Kab Indragiri Hulu

Kab Indragiri Hilir

Kab Kuantan Sengingi
Kab Siak

Kab Dumai

Kab Kepulauan Meranti
Kab Rokan Hulu

Kab Rokan Hilir

Kab Bengkalis

o 50 100 150 200 250

Gambar 1.4 Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota (Km)
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Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Riau meliputi unit tranfusi
darah, industri kecil dan mikro obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah
tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat,
Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi/Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai
Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan

distribusi Obat dan Makanan sesuai data base yang ada dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 1.5 Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diawasi di Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Rl Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Pekanbaru
ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan
Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam
pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris

Utama.

Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tersebut merupakan langkah strategis penguatan
kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan. Untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-3, yaitu : Membangun Indonesia dari pinggiran
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dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Badan POM
mengantisipasi terhadap pertumbuhan daerah baru yang berdampak pada perlunya peningkatan
pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Badan POM memperkuat BBPOM di Pekanbaru dengan
pembentukan UPT Badan POM di Kabupaten/Kota, dimana salah satu kriterianya mencakup faktor
kesulitan geografis termasuk wilayah pinggiran/perbatasan. Penambahan Unit Pelaksana Teknis baru
tersebut, yaitu : 2 (dua) Loka POM yang bertempat di Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan

masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Wilayah Kerja Loka POM di
Pekanbaru Dumai Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar 1.6 Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dan Loka POM

Keunggulan BBPOM di Pekanbaru:
= Laboratorium Pengujian dengan Akreditasi ISO 17025:2017 (KAN)

= Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (SUCOFINDO)

= Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 - 2021 (KEMENPAN)

= Percepata Layanan Publik Pengujian Sampel Untuk Pihak Kepolisian (Pro Justitia) :
(Extacy 1x24 jam, Shabu dan Minuman Beralkohol 2x24 jam)

= Layanan SKI dan SKE Menggunakan e-BPOM

= Pengelolaan Persuratan Secara Online Dengan Menggunakan Aplikasi SIKD (ANRI)

= Pengelolaan Persediaan BMN Online Dengan Menggunakan Aplikasi SiPeran BMN

= Food Security R1 I dan|l

= Pelopor Perubahan / Reformasi Birokrasi Tahun 2019 (KEMENPAN)

= SIOKE BBPOM PEKANBARU (Aplikasi Online Konsumen BBPOM di Pekanbaru)

= SULTAN (Sapa UMKM Layani dan Temui Konsumen)

= SIBATMAN (Sistem Konsultasi Obat dan Makanan Online)
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= SIROMO (Sistem Informasi Registrasi Obat dan Makanan Online)

= CECE JEIDAR (Coaching Clinic Jemput Izin Edar)

= SULUNG (Sertifikasi Pendampingan UMKM Daring dan Luring)

= LAPORAN KE KEPALA (Layanan Pengaduan dan Informasi Langsung Kepada Kepala Balai)

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

truktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Pekanbaru sesuai Peraturan Badan POM Nomor
23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

KEPALA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Gambar 1.7 Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.12.20.1150 tahun 2020 tentang

Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Pekanbaru

menyelenggarakan uraian fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
dibidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi
dan penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengujian yang terdiri atas:
a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia

b. Sub KelompokSubtansiPengujianMikrobiologi dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional
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2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian,
sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan
Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri atas:
a. Sub Kelompok Subtansi Inspeksi
b. Sub Kelompok Subtansi Sertifikasi dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran

Obat dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh:
a. Kelompok Substansi Penindakan dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

4, Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama

di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh:
a. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan
anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata
persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas,
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;

d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;

e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
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f.  pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Pengelompokan uraian fungsi

Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subkelompok substansi program dan evaluasi;
b. Subkelompok substansi umum; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Kepala Loka dan kelompok jabatan
fungsional. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi
sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan
kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan,
intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata
usaha dan rumah tangga. Sedangkan Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA

KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Gambar 1.8 Struktur Organisasi Loka POM

1.4 ISU STRATEGIS

dentifikasi potensi dan permasalahan BBPOM di Pekanbaru dilakukan untuk menganalisis
permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di

Pekanbaru dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan
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tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun
2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Pekanbaru perlu dilakukan
analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat
mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai
berikut:

141 ISUINTERNAL

a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun
demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat
mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Pada sisi lain, Pengawasan Obat dan
Makananbelum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi

kebijakan.

b. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru sampai dengan Maret tahun 2022 berjumlah 129 orang.
Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM di
Pekanbaru tersebut belum memadai baik secara kompetensi dan jumlah sehingga belum dapat
mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan
yang semakin kompleks, BBPOM di Pekanbaru harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan
memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang
semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Pekanbaru perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi
tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan
Makanan. Serta melakukan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam

menghadapi dan menyelesaikan masalah.

c. Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Pekanbaru,
laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta
memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil penguijian
laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan
penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak

memenuhi syarat ataupun palsu. Guna menjawab tantangan tersebut diperlukan peningkatan Standar
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Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Besar POM di Pekanbaru yang meliputi standar kompetensi
SDM yang handal dan mumpuni, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian serta pemenuhan standar
peralatan laboratorium yang terupdate. Peningkatan SKL ini tentunya akan meningkatkan kemampuan

pengujian terhadap jenis produk obat dan makanan yang beredar.

Saat ini BBPOM di Pekanbaru telah memiliki instrumen dengan teknologi yang kompleks, seperti
LCMSMS, GCMS, ICPMS, PCR. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan
kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan
kompetensi penguji yang andal dari pejabat fungsional dalam menggunakan instrumen tersebut.
Keterbatasan sumber daya maka peningkatan kemampuan penguijian tidak dapat dilakukan sekaligus,
selain itu penguijian perlu dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perlu disusun Grand Design

Pengembangan Laboratorium Penguijian Balai Besar POM di Pekanbaru.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pilot project Regionalisasi Laboratorium, di mana dari 7 region
hanya Region Pekanbaru dan Region Makasar yang ikut dalam pilot project dimaksud. BBPOM di
Pekanbaru menjadi Balai Koordinator yang mengkoordinir 4 Balai lainnya, yaitu: BBPOM di Palembang,
BBPOM di Bandar Lampung, BPOM di Jambi dan BPOM di Pangkal Pinang. Regionalisasi
Laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektivitas pengujian dalam
rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas

laboratorium BPOM dan mendukung daya saing produk obat dan makanan

d. Pelayanan Publik

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah ditetapkan Peraturan Badan POM
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Obat dan Makanan dan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk integrasi Perizinan dengan BKPM
telah ditetapkan Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan
Berusaha secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri
Sekretariat Negara Nomor B-1287/M.Sesneg/D-1/HK.05.02/11/2019 tanggal 20 November 2019
tentang Tindak Lanjut Kebijakan Presiden mengenai Pembentukan Peraturan Menteri / Peraturan
Kepala Badan / Peraturan Badan. Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, BPOM akan melakukan
simplifikasi regulasi dan deregulasi sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Dalam menjawab percepatan

layanan perizinan obat dan makanan BBPOM di Pekanbaru terus mengembangkan inovasi, termasuk
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jemput bola dan pendampingan bagi pelaku usaha utamanya UMKM. Pada tahun 2021 telah BBPOM di
pekanbaru telah mendampingi penerbitan sebanyak 63 Nomor Izin Edar (NIE), yang terdiri dari 43 NIE
pangan olahan, 15 NIE obat tradisional dan 4 NIE kosmetik

e. Pemanfaatan / Dukungan IT

Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi
termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media
menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang
tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Pekanbaru dalam melakukan
pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.
Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan
serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan
Makanan tidak secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh
komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi
dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat

memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

f. Penegakan Hukum yang Dilakukan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80

Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya

peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu Balai

Besar POM di Pekanbaru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melakukan penegakan hukum dan

penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, yang ditunjang oleh beberapa kekuatan internal

organisasi seperti:

1. SDM yang kompeten dan berintegrotas dengan latar belakang multi disiplin.

2. Komitmen Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM
terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan.

3. Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan
Makanan.

4. Jejaring kuat Balai Besar POM di Pekanbaru dengan unsur Criminal Justice System dari tingkat
Provinsi hingga Kab / Kota.
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Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Pekanbaru

dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan
makanan, tidak adanya kewenangan penangkapan dan penahanan oleh PPNS

b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan
cakupan wilayah kerja.

c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan

d. Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

e. Penggunaan Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh PPNS Badan POM untuk
memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran

1.4.2 ISU EKSTERNAL

a. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua
komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan
farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek
keamanan, khasiat’/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang
beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii)
perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah danpenyalahgunaan penggunaan obat yang
rasional; serta (iv) upaya kemandirian dibidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam
negeri. Subsistem inisaling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan

dapatdiselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang
berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat
yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap

Pengawasan Obat dan Makanan.
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Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam
maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program
pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada
Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung
dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.
Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan
pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki.
Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan
permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran
BBPOM di Pekanbaru terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan pre-
market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar
termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

c. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga
tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya
harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut
pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan
efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan
oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang
akan dihadapi secara real time. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi
dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi
harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis

kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Di sisi lain banyaknya pengguna aktif internet di Indonesia. menjadi potensi pasar bagi penetrasi
ekonomi digital dan berkembangnya e-commerce. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah
untukmendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Dampak e-commerce menawarkan
beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan
yang dijajakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga
luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak
mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat

terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang
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aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan

memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

d. Terbukanya Era Perdagangan Bebas

Karena adanya perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area
perdagangan bebas/Free Trade Area (FTA) diantaranya adalah perjanjian ASEAN-6 (Free Trade Area)
yang merupakan kesepakatan bersama untuk meregulasi atau mengatur industri dan perdagangan
kosmetik di Kawasan, dimana saat ini sedang disusun dan akan ditandangani tahun 2020. Kondisi itu
berimbas pada menipisnya entry barrier, meningkatnya kompetisi dan hambatan non tarif di negera
tujuan ekspor, selain munculnya dominasi produk impor.Perdagangan bebas menjadi salah satu
penyebab beredarnya produk illegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta produk Obat dan
Makanan yang mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, dalam upaya perlindungan terhadap

konsumen maka dibutuhkan peran pengawasan dari BBPOM di Pekanbaru.

e. Aspek Koordinasi Dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang
terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang
berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan
agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah
daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari
beberapa hal antara lain: tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai Besar
POM di Pekanbaru, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu
perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari

perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

f. Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap gaya hidup masyarakat, tentunya perubahan ini
berdampak juga terhadap pola pengawasan yang diterapkan oleh BBPOM di Pekanbaru. Penerapan
sistem kerja Working From Home (WFH), layanan publik semi elektronik (Telp, email, WA), desktop
inspection, cyber patrol dan KIE melalui media sosial (FB, Instagram, Twitter, aplikasi zoom)
merupakan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan pada masa pandemi.
Penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin wajib dilakukan oleh petugas apabila
pengawasan harus dilakukan dengan turun ke lapangan (onsite). Pemeriksaan suhu tubuh, penyediaan
fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer serta penerapan scan QR Code pada aplikasi Peduli Lindungi
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bagi setiap pegawai dan tamu yang datang merupakan upaya pencegahan covid 19 di lingkungan
kantor BBPOM di Pekanbaru. Guna mendukung herd immunity BBPOM di Pekanbaru bekerja sama
dengan Kalbe Group dan Kompas Gramedia menyelengarakan sentra vaksinasi untuk 1000 dosis bagi
masyarakat di Kota Pekanbaru (dosis 1 dan dosis 2). Untuk pegawai BBPOM di Pekanbaru sendiri
sekitar 90,8 % pegawai telah mendapatkan dosis lengkap vaksinasi covid 19, sedangkan yang belum

mendapatkan karena terkendala masalah medis / Kesehatan.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BBPOM di Pekanbaru digunakan analisa
SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Pekanbaru periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa
SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan
internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman.
Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan
(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari
dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap
penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka
waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam
komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada
komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang
dianggap kekuatan (strength) pada BBPOM di Pekanbaru. Hasil analisa lingkungan strategis baik
eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Hasil Analisis SWOT 2020-2024

KEKUATAN KELEMAHAN

» Adanya pembentukan 2 UPT baru yaitu = Penggunaan sistem IT dalam melakukan
Kantor Loka POM di Kab. Inhil dan Kota  pelayanan dan pengawasan belum optimal
Dumai * Jumlah SDM belum memadai dibandingkan
» Inpres No. 3 tahun 2017 dan Permendagri  dengan cakupan pengawasan dan beban
No. 41 tahun 2018 kerja

» Komitmen pimpinan dan staf dalam - Beberapa regulasi belum sepenuhnya
menerapkan Reformasi Birokrasi mendukung kewenangan Badan POM

» Integritas Layanan Publik diakui secara  terutama terkait penegakan hukum
Nasional (predikat WBK untuk BBPOM - Masih terbatasnya kewenangan PPNS, terkait
Pekanbaru dari Kemenpan RB) penangkapan dan penahanan
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» Proses registrasi berbasis web
» Sistem pengawasan yg komprehensif
mencakup pre- market dan post market

» Dukungan anggaran yang memadai

« Peralatan laboratorium yang lengkap dan
terkini

S baik
CPNS)

(diklat teknis dan manajemen)

» Perkuatan kuantitas

(penambahan maupun kualitas
» Meningkatnya Jenis dan metode analisa
sampel pengujian untuk pihak Il dan UMKM
« Akreditasi ISO 17025:2017 dan Sertifikasi

ISO 9001:2015

= Beberapa personil

= Operasional

» Masih ada metoda analisa dan standard

acuan yang tidak tersedia

masih membutuhkan
peningkatan kompetensi teknis terutama
yang pindahan dari bagian lain dan personil
baru

SIPT

pelaporan hasil pengawasan dan pengujian

dalam  mendukung

belum optimal

PELUANG TANTANGAN

» Adanya tuntutan Reformasi Birokrasi dan = Pandemi Covid 19
pengembangan layanan publik » Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara
 Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat dan = online

Pemda terhadap peran Badan POM * Dukungan lintas sektor yg masih belum

» Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan
Obat dan
ketentuan

Makanan yang memenuhi

* DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan
Makanan di seluruh Kab / Kota

 Koordinasi yang baik dengan lintas sektor

» Peningkatan permohonan sertifikasi dan
resertifikasi CPOB

» Ekspektasi masyarakat yg tinggi terkait
BBPOM di
pengawasan Obat dan Makanan

peran Pekanbaru dalam

» Banyaknya jumlah dan jenis produk Obat
dan Makanan yang beredar

» Kesehatan menjadi kewenangan yang

diselenggarakan secara konkuren antara

pusat dan daerah

= Tingginya laju

optimal

« Karakteristik geografis Provinsi Riau yang

dekat dengan Selat Malaka, Malaysia dan
Singapura

» Banyaknya Pelabuhan tikus / Pelabuhan tidak

resmi

» Lemahnya penegakkan hukum
» Pengetahuan masyarakat tentang arti penting

Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan
berkhasiat masih perlu ditingkatkan
pertumbuhan penduduk
menyebabkan peningkatan demand Obat dan

Makanan

* Modus penjualan produk Obat dan Makanan

ilegal yang makin beragam

= Perubahan Perubahan pola hidup masyarakat
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Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan
internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan
ancaman, BBPOM di Pekanbaru perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan
menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BBPOM di Pekanbaru periode
2020-2024. Strategi-strategi tersebut dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis dituang dalam setiap program kerja

dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
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BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Balai Besar POM di Pekanbaru telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.94.941.05.2020.1.1210 tentang
Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024. Rencana Strategis tersebut
disusun dengan mengacu/ berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Renstra Balai
Besar POM di Pekanbaru memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target
kinerja, dan pendanaan 2020-2024.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan
Tata Kerja BPOM dan Unit Pelaksana Teknis serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga
beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-
2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Oleh karena itu
Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru telah disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana
Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2020-2024 telah direviu pada tahun
2021 dan  ditetapkan  dalam  SK  Kepala BBPOM di  Pekanbaru  Nomor
HK.02.02.4A.4A51.12.2021.1.2835 tanggal 13 Desember 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi,

tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Pekanbaru.

l. ViSI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan
Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan

Makmur.
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Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di
berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.
Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup :

1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan

2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Sejalan dengan visi dan misi BPOM 2020-2024, maka BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan
kewenangannya sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang bertanggungjawab dalam pengawasan
Obat dan Makanan di Provinsi Riau menetapkan Visi BBPOM di Pekanbaru 2020-2024 adalah sebagai
berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Terdapat 3 kata kunci atas visi yang ditetapkan tersebut, yaitu :

1. Aman
Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan
kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/
tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

2. Bermutu
Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan
penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

3. Berdaya Saing

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

II. MiSI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM untuk periode 2020-2024, adalah

sebagai berikut :
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Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama
seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan
terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan
Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna
perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik
yang prima di bidang Obat dan Makanan.

lil. TUJUAN
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan

pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

( Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan
Makanan.

4 >
Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian
laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam

s pengawasan Obat dan Makanan. X

<

( Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan

Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
> <
Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang
aman dan bermutu.

> <

( Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.

S <

Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
> <
Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel
dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
\_ J
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IV. SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur ketercapaian tujuan BBPOM di Pekanbaru 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja
utama pada sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru 2020-2024. Sasaran strategis ini disusun
berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Pekanbaru, dengan mempertimbangkan

tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) diharapkan BBPOM di Pekanbaru akan dapat
mencapai 11 sasaran strategis yang dibagi kedalam 3 perspective. Secara umum tidak terdapat
perubahan pada Peta Strategi yang memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BBPOM di
Pekanbaru karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BBPOM di Pekanbaru sebagai salah satu
UPT Badan POM. Namun terdapat penambahan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Pangan
Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan perubahan nomenklatur indikator Jumlah Pasar Aman dari
Bahan Berbahaya menjadi Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas serta penyesuaian terhadap target
kinerja dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam
penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Berikut revisi peta strategis BBPOM di
Pekanbaru Tahun 2020 - 2024:

SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan hi
‘ syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
‘ KK
1. Persentase Obat yang memenuhi syaral SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan
SK2. kesadaran terhadap 2 Poroeniosa laksran yorg moraruhi syl Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan
Keamanan dan mutu Obt dan Makanan di wilayah keria | Em:«nasemauaugy:mxrf ol - Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.
BBPOM di Pekanbaru \
KSK3
IKSK 2 1. Indeks kepuasan pelaku usaha lerhadap pemberian bimbingan dan pembinaan
3 pengaeasan Obal dan Makanan
v L o et S| 1 et o e
| P O - 3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Putik BBPOM o Pekantany
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan SK5. Meningkatnya efektivitas SKE. Meningkatnya efektivitas SKT. Meningkatnya efektivitas
E sarana Obat dan Makanan serta pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat pemeriksaan produk dan pengujian Obat jpenindakan kejahatan Obat dan
. publik di wilayah kerja'BBPOM di Pekanbaru dan Makanan di wilayah kerja BBPOM dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makanan di wilayah kerja BBPOM di
g —r diPekanbaru Pekanbary Pekanbaru
I :fwukudan distribusi yang dilaksanakan L) KK IKSKT
1, Tt ek Makanan Persentase 1
i 2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeks yang 2 Jm&: ma: ;:;?:; ,::a‘:r Anak ; sbunr ““s:rw Obetyg ks o Persentase kepemasian penndakan
g ditindaklanjuti olh pemangku kepentingan Sekolah (PIAS) Aman 2 Pesisseeyd - keyahatan & badang Obat dan Makanan
3F penil 3.4 iN aman duj sesuai standar
lepal wakly 4. Jumiah pasar aman dari bahan berbahaya
4 Persentase sarana produksi Obal dan Makanan yang
memenuh kelentuan
§ Persentase sarana disiribusi Obat dan Makanan yang
meménub kelentuan
. Indeks Pelayanan Publik 8BPOM d Pekartary
$K10. Menguatnya laboratorium ,
E KB Terwujudryatatakelola $K0,Terwujudnya SOM BBPOM i —— 1Tt Ko SIS
pemerintahan BBPOM di Pekanbaru i Pekanbaru yang berkinerja pengawasan obat dan makanan [
- yang optimal
optimal 1
PIKSK & 1. Nl Kinors Anggaran BBPOM i Pecantury
1, Indeks RB BBPOWId Pekantery o ¢ 2 Tl Etwens Penggunaan Angpuan BEPON &
2. Nils AKIP BBPO di Pekanbiny ndels Prolesionaitas ASH BBPOM & Pekanbeny Peiartary

Gambar 2.1 Peta Strategi BSC Level Il BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (semula)
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Gambar 2.1 Peta Strategi BSC Level Il BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (menjadi)

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

encana Kinerja Tahunan disusun oleh Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai pedoman/
acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan
dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. RKT merupakan penjabaran
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Balai
Besar POM di Pekanbaru. Penyusunan RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran/
indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai. RKT disusun dan disahkan setelah

dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan.

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka
sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar
penyusunan anggaran tahun 2022. RKT Tahun 2022 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022
disusun pada tanggal 08 November 2021. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pekanbaru

tahun 2022 dituangkan sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Pekanbaru

Sasaran

Indikator Kinerja

Terwujudnya  Obat  dan | Persentase Obat yang memenuhi syarat 76,00
Makanan yang memenuhi
gEE o wleE ek Persentase Makanan yang memenuhi syarat 82,00
BBPOM di Pekanbaru Persentase Obat yang aman dan bermutu 77,00
berdasarkan hasil pengawasan
Persentase Makanan yang aman dan bermutu 81,00
berdasarkan hasil pengawasan
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi 86,00
syarat
Meningkatnya kesadaran | Indeks kesadaran masyarakat (awareness 80,00
masyarakat terhadap | index) terhadap Obat dan Makanan aman dan
keamanan dan mutu Obat | bermutu
dan Makanan di wilayah kerja
BBPOM di Pekanbaru
Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 89,30
pelaku usaha dan masyarakat | pemberian ~ bimbingan  dan  pembinaan
terhadap kinerja pengawasan | pengawasan Obat dan Makanan
Obat dan Makanan di wilayah —
(erja BBPOM di Pekanbaru Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 66,19
pengawasan Obat dan Makanan
Indeks  Kepuasan Masyarakat terhadap 93,00
Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru
Meningkatnya efektivitas | Persentase  keputusan/rekomendasi  hasil 87,50
pemeriksaan sarana Obat | inspeksi sarana produksi dan distribusi yang
dan Makanan serta | dilaksanakan
pelayanan publik di wilayah | Persentase  keputusan/rekomendasi  hasil 62,00
kerja BBPOM di Pekanbaru inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangk
kepentingan
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 99,20
diselesaikan tepat waktu
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 55,00
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Sasaran

Indikator Kinerja

yang memenuhi ketentuan
Persentase saranan distribusi Obat dan 63,00
Makanan yang memenuhi ketentuan
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru 4,40
Persentase UMKM yang memenuhi standar 77,00
produksi pangan olahan dan/atau pembuatan
OT dan Kosmetik yang baik
5 | Meningkatnya efektivitas | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 94,40
komunikasi, informasi, | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak 65,00
edukasi Obat dan Makanan di | Sekolah (PJAS) Aman
wilayah kerja BBPOM di | Jumlah desa pangan aman 18,00
Pekanbaru Jumlah pasar aman berbasis komunitas 6,00
6 | Meningkatnya efektivitas | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan 100,00
pemeriksaan  produk dan | diuji sesuai standar
pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel makanan yang diperiksa | 100,00
di wilayah kerja BBPOM di | dan diuji sesuai standar
Pekanbaru
7 | Meningkatnya efektivitas | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan 81,00
penindakan kejahatan Obat | di bidang Obat dan Makanan
dan Makanan di wilayah kerja
BBPOM di Pekanbaru
8 | Terwujudnya tata  kelola | Indeks RB BBPOM di Pekanbaru 79,10
pemerintahan  di  lingkup | Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru 86,00
BBPOM di Pekanbaru yang
optimal
9 | Terwujudnya SDM BBPOM di | Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di 79,00
Pekanbaru yang berkinerja | Pekanbaru
optimal
10 | Menguatnya laboratorium, | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian 84,00
pengelolaan ~ data  dan | Obat dan Makanan sesuai standar GLP
informasi pengawasan Obat | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM 2,25
dan Makanan di Pekanbaru yang optimal
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Sasaran Indikator Kinerja

11 | Terkelolanya Keuangan | Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru 94,10
BBPOM di Pekanbaru secara
Akuntabel

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

erjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai Besar POM di
Pekanbaru dengan Kepala Badan POM Rl untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kepala Balai Besar POM di
Pekanbaru menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar
POM di Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.553.360.002,-.
Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan
indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja
yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Pekanbaru. Perjanjian Kinerja 2022 disusun

pada tanggal 16 Desember 2021.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Pekanbaru

No Sasaran Indikator Kinerja el et
1 | Terwujudnya  Obat dan | Persentase Obat yang memenuhi syarat 76,00
Makanan yang memenuhi |"persentase Makanan yang memenuhi syarat 82,00

syarat di wilayah kerja
BBPOM di Pekanbaru

Persentase Obat yang aman dan bermutu 77,00
berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu 81,00
berdasarkan hasil pengawasan

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi 86,00
syarat

2 | Meningkatnya kesadaran | Indeks kesadaran masyarakat (awareness 80,00
masyarakat terhadap | index) terhadap Obat dan Makanan aman dan
keamanan dan mutu Obat
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No Sasaran Indikator Kinerja Tz
dan Makanan di wilayah kerja | bermutu
BBPOM di Pekanbaru
3 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 89,30
pelaku usaha dan | pemberian  bimbingan dan  pembinaan
masyarakat terhadap kinerja | pengawasan Obat dan Makanan
pengawasan  Obat  dan | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 66,19
Makanan di wilayah kerja | pengawasan Obat dan Makanan
BBPOM di Pekanbaru Indeks  Kepuasan Masyarakat terhadap 93,00
Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru
4 | Meningkatnya efektivitas | Persentase  keputusan/rekomendasi  hasil 87,50
pemeriksaan sarana Obat | inspeksi sarana produksi dan distribusi yang
dan Makanan serta | dilaksanakan
SEIGBEINE (S Cl ey Persentase  keputusan/rekomendasi  hasil 62,00
g BEIFOINIE P2 22T inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangk
kepentingan
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 99,20
diselesaikan tepat waktu
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 55,00
yang memenuhi ketentuan
Persentase saranan distribusi Obat dan 63,00
Makanan yang memenuhi ketentuan
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru 4,40
Persentase UMKM yang memenuhi standar 77,00
produksi pangan olahan dan/atau pembuatan
OT dan Kosmetik yang baik
5 | Meningkatnya efektivitas | Tingkat Efektivitas 